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Abstrak
Dalam  mengangkat  masalah  implementasi : SENGKETA  PEMILIHAN  KEPALA  DESA  DAN  PENYELESAIANNYA  DI TINJAU  MENURUT  UNDANG – UDANG NO  32  TAHUN  2004 JO  UNDANG-UNDANG  NO  12  TAHUN  2008 di  KABUPATEN  GUNUNG  MAS  KALIMANTAN  TENGAH latar  belakang  masalah  penelitian  ini. sengketa  pemilihan  kepala  desa  yang  eksklusif   sebagai  lembaga  legislatif  di  tingkat  desa.dapat  di katakan  perebutan  kekuasaan,hal  inilah  dapat  di lihat  mengapa  bisa  terjadi  sengketa  pepilihan  kepala  desa, adanya  persilisihan  antar  dua  kelompok  yang saling  memiliki  hak dan  kewajiban,dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  kurang  adanya  pengawasan  dan  tindakan  dari  pemerintah  daerah  setempat,tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  prosedur  pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  mempunyai  tugas,kewajiban, dan  wewenang. dalam  proses  reformasi politik pemilihan  kepala daerah  dituntut  dimana  harus  jujur,adil,dan bersih. tanpa  ada  unsur  KKN.


Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris,penelitian lapangan  dan  wawancara  serta  bagai mana  mengumpulkan bahan  hukum   yang  kemudian  di olah dan   di analisa  kepustakaan. sedangkan  subjek  penelitian  adalah  sengketa  pemilihan  kepala  desa  dan  penyelesaiannya,hasil penelitian  ini  menjelaskan  yang  terjadi  di lapangan  bahwa  implementasi  konflik  pada  dasarnya  memiliki  berbagai  unsur  yakni  ada  dua  belah  pihak  yang  terlibat  adanya  tujuan  yang  di jadikan  sasaran,tindakan  dan  situasi  yang  melahirkan  sebuah  pertentangan. dan  faktor – faktor  kepentingan  politik kepentingan  untuk  merebutkan  kekuasaan. ketimbang  hakekat  yang  di  inginkan  oleh  pilkades  yaitu  pemerintah  desa  yang  jujur,adil,bersih dan  bebas  dari  kolusi,korupsi,dan  nipotisme. Peraturan  daerah  berjalan kurang  optimal,dalam  penyelenggaraan  pesta  demokrasi  terdapat  banyak  masalah  dan  persoalan  sebagai  gejala  awal  konflik  pilkades  yang  diwarnai  kericuhan  kekerasan  yang  dapat  merusak  keutuhan  dan  eksistensi  pada  kearifan  masyarakat. terjadinya  sengketa  pasca  pilkades  dibeberapa  daerah  kabupaten atau  desa  belum  adanya  peraturan  yang  jelas  harus  adanya  kejelasan peraturan  dari  gubernur  atau bupati. Sehingga  dalam  melaksanakan  keputusan  diperlukan  kejujuran  bersama  dilakukan  secara  bulat, supaya  bermamfaat  bagi  kepentingan  massyarakat  banyak, dituangkan  dalam  sila  ke 4  adalah  demokrasi  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan,  dan  (NKRI)  sebagai  negara  kesatuan  republik  indonesia  sehingga  selanjutnya  sengketa  pilkades  tidak  terulang  kembali  didaerah  manapun.
ABSTRACT

In raised the issue of implementation: DISPUTE ELECTION VILLAGE HEAD and solutions IN REVIEW BY LAW - SHRIMP IN 2004 JO NO 32 OF LAW NO 12 YEAR 2008 MAS MOUNTAIN DISTRICT CENTRAL KALIMANTAN background of this research problem. disputes exclusive village elections as a legislative body at the level of desa.dapat at say a power struggle, it can be seen why this could happen dispute pepilihan village head, the clash between the two groups that each have the right and obligation, in the organization of village elections less supervision and the actions of the local government, the purpose of this study is to describe the procedures for implementing the government's stewardship of the village which has a duty, obligation and authority. in the process of political reform demanded that local elections should be honest, fair, and clean. without any element of corruption.

In this research using empirical juridical methods, field research and interviews as well as where to collect legal material which is then processed and analyzed literature. while the research subjects are disputed election of village heads and completion, the results of this study explain what happened on the ground that the implementation of the conflict basically have various elements that there are two parties involved the objectives made in the target, actions and circumstances which gave birth to a conflict. and factors - factors for the sake of political interests compete for power. rather than the nature of that desired by the village government Pilkades is an honest, fair, clean and free from collusion, corruption, and nipotisme. Regulation walking areas less than optimal, in the implementation of the democratic party there are many problems and issues as early symptoms Pilkades conflict that marred violent unrest that could undermine the integrity and existence of the knowledge society. post Pilkades disputes in some districts or villages the absence of clear rules need to be clear rules of the governor or regent. So that in implementing the decisions required honesty jointly carried unanimously, so bermamfaat for the benefit peopple many, poured in principle to the 4 is a democracy led by the inner wisdom of deliberations of representatives, and (NKRI in indonesian) as the unitary state of Indonesia so that subsequent disputes Pilkades not reoccur any area.

PENDAHULUAN
Desa dibentuk  atas prakarsa  masyarakat  dengan  memperhatikan  asal  usul  desa  dan kondisi  sosial budaya  masyarakat setempat,  pembentukan  desa  harus  memenuhi  persyaratan  diantaranya jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  bagian  wilayah  kerja,  perangkat,  srana  dan  prasarana  pemerintahan.
Pembentukan  desa  dapat  berupa  penggabungan  beberapa  desa, atau  bagian  desa  yang  bersandinfan,  atau  pemekaran  dari    dua  desa  menjadi  satu  desa  atau  lebih,  atau  pembentukan  desa diluar  desa  yang telah  ada,  Pemekaran  dari  satu  desa  menjadi  dua  desa  atau  lebih  ini  dapat  dilakukan  setelah  mencapai  paling  sedikit  lima  tahun  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  Desa  yang  kondisi  masyarakat  yang  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  dapat  dihapus  atau  digabung,  Salah  satu  persyaratan  pembentukan  desa  yaitu adanya  pememrintah  desa,  pememrintah  desa  terdiri  dari  Kepala  desa  dan  perangkat  desa.
Selanjutnya  desa  dikepalai  atau  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  yang  dilakukan  melalui  proses  pemilihan  kepala  desa,  atau  seringkali  disingkat  Pilkades,  adalah suatu  pemilihan  kepala  desa   secara langsung  oleh  warga  desa  setempat,  Berbeda  dengan  lurah  yang  merupakan  PegawaiNegeri  sipil,  Kepala  desa  merupakan jabatan  yang dapat  diduduki  oleh warga biasa, Kepala  desa mempunyai  tugas  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,negeri  sipil, Kepala desamerupakan jabatan yang  dapat  Diduduki  oleh warga

Oleh  warga  biasa, Kepala  desa mempunyai  tugas  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang  dipilih  langsung  oleh  dan   dari  penduduk  desa  warga  negara  Republik Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan,  Dengaan  masa  jabatan  enam  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan  berikutnya.

kemudian  dalam  menjalankan  tugasnya,  Kepala  desa  pada  dasarnya  bertanggung  jawab,  kepada  rakyat,  yang  proseur  pertanggungjawabannya  dilaksanakan  oleh  Bupati  melalui  Camat,  Dan  kepada  badan  Permusyawaratan  desa (BPD),  kepala  desa  wajib  menyampaikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  serta  menyampaikan informasi  mengenai pokok-pokok  pertanggung jawabannya.

Kepala  Desa  mempunyai  tugas,  kewajiban dan  wewenang  dan  berhak  atas  gaji  dan  tunjangan,  jaminan  kesehatan,  bantuan  hukum,  cuti  dan  mendapat  penghargaan  atas  prestasi  kerjanya,  selanjutnya  dalam  rangka  penguatan  pemerintah  desa, pemerintah  Kabupaten  dan  pemerintah  kecamatan,  wajib melaksanakan  pembinaan  kepada  kepala  desa  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  lainnya. Kepala  Desa  dipilih  langsung  oleh  Penduduk  desa  dari  calon  yang  mememnuhi  syarat  yang  telah  ditentukan,  pememrintahan  kepala  Desa  bersipat  langsung, umum, bebas  rahasia,  jujur  dan  adil,  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  melalui  tahap  pencalonan dan  tahap  pemilihanProsesreformasi  politik  dan penggantian pemerintah  yang  terjadi  pada  tahun  1998  telah  diikuti  dengan  lahirnya.Undang-Undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintah  desa yang pemerintah  desa,  yang  mencabut  Undang-Undang  nomor  5  tahun 1979  tentang  pemerintah  desa  dan  kelurahan. Seiring  berjalanya  proses  reformasi  politik  dan  pemerintah  maka  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  pememrintahan  daerah  dilakukan amandemen  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintah  Daerah.

Didalam  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  ketentuan  mengenai  desa  diatur  pada  bab  XI  dari pasal  200  sampai  216  juga  tidak  mengatur  mengenai  persengketaan  yang  muncul  dalam  pemilihan  Kepala  desa.mekanisme  mengenai  pemilihan  kepala  Desa  ditentukan  dalam  peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  72  tahun  2005  tentang  desa  sebagai peraturan  pelaksana  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah   daerah,  diatur  didalam  pasal  43  sampai  dengan  pasal  54  yang  mana  tidak  satupun  dalam  pasal  tersebut  memuat  ketentuan  mengenai  persilisihan  dan  sengketa  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  desa. Selanjutnya  dalam  hal  kewenangan  untuk  memutus  dan  menyelesaiakan  perkara  timbul  akibat  pemilihan  kepala  desa  tersebut  tidak  ada  penunjukan atau  ketentuan  lembaga  mana  yang  berwenang  untuk  itu,  baik  didalamUndang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  maupun  Peraturan  pemerintah  RI  Nomor  72  tahun  2005   tentang  desa,hal  inilah  yang  menjadi  menarik  bagi  penulis  untuk  menelitinya  lebih  lanjut.
Yang  dituangkan  dalam  sebuah  skripsi dengYang  Dituangkan  Dalam  Sebuah  Skripsi Dengan  Judul : 
SENGKETA  PEMILIHAN  KEPALA  DESA  DAN  PENYELESAIANNYA  DITINJAU  MENURUT  UNDANG-UNDANG  RI  NOMOR  32  TAHUN  2004  JO  UNDANG-UNDANG  RI  NOMOR  12  TAHUN  2008 

( Studi  di  Kabupaten  Gunung  Mas  Kalimantan  Tengah ).
Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  pemilihan  kepala  desa ?

2. Siapa  yang  mempunyai  kewenanagan  dalam  menyelesaikan serta   memutuskan  perkara sengketa  yang  timbul  dalam  pemilihan  kepala  desa ?

Selanjutnya  agar  pembahasan  tidak  terlalu  luas  dan  terfokus  pada  masalah  yang  dibahas  dalam  skripsi  ini,  maka  masalah  ini  dibatasi  hanya  membahas  tentang  penyelesaian  sengketa  kepala  desa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk :
1. Untuk  mengetahui  prosses  penyelesaian sengketa  Kepala  desa

2. Untuk  mengetahui  siapa  yang   mempunyai  kewenangan  dalam  tujuan
3. Mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan serta memutuskan sengketa  kepala  desa sedangkan  yang  menjadi kegunaan penggunaan.
ANALISA HUKUM
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004,  pengertian  desa  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  umum  pasal  (1)  angka  12  maupun  ketentuan  umum  pasal  (1)  angka 5  Peraturan  pememrintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  desa  yaitu : “Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas –batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usaul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  dihormati  dan  diakui  dalam  system pemerintahan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.”

Selenjutnya  didalam  undang-undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  pemerintah  desa  disebutkan  bahwa  desa  adalah :  Kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus,  kepentingan masyarakat setempat  berasalkan  asal  usul  dan  adat setempat  yang  diakui  menurut  system  pememrintahan  nasional  yang  berada  di  daerah  kabupaten.Pengertian  desa  menurut  Sutarjo  Kartohadikosumo,  adalah suatu  kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan  pemerintah sendiri. sedangkan  CS  Kansil  menenrangkan  bahwa  desa  adalah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  dibawah  camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri  dalam  ikatan  negara  kesatuanrepublik  Indonesia. adalah sebuah  aglomerasi  pemukiman diarea  pedesaan  .  Di  Indonesia  istilah  desa  adalah  pembagian  wilayah  administrative  di  Inonesia  dibawah  kecamatan,  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa,  sebuah  desa  merupakan  kumpulan di aria  bebebrapa  unit  pemukiman  kecil  yang  disebut  kampung  ,   kepala  desa  bisa  disebut dengan. kepala  kampung  atau  petinggi  kal-Tim klebon  Madura  pembekal  kal-Selhukum  tua diSulawasiutara.
 Semetara  itu Koncaraningrat memberikan pengertian  tentang  desa  melalui  pemilihan  pengertian  komunitas  dalam  dua  jenis,  yaitu  komunitas  besar  dan komunitas  kecil  Dalam  hal  ini  beliau  mendefinisikan  desa  sebagai “.komunitas  kecil  yang  menentap  disuatu  tempat,  beliau  tidak  memberikan  penegasan  bahwa  komunitas  desa  secara  khsusu  bergantung  kepada  sektor  pertanian,  Dengan  kata  lain  bahwa  masyarakat  desa  sebagai  sebuah  komunitas  kecil  yang  dapat  saja  memiliki  ciri-ciri  aktivitas  ekonomi  yang  beragam  tidak  disektor  pertanian  saja   dari  pengertian  desa  tersebut,  didapatilah  kata  kunci kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  mengatur  dan mengurus  kepentingan  sendiri”. artinya  desa  itu memiliki  otonomi,  hanya  saja  otonomi  desa  disini  berbeda  dengan  otonomi  formal,  seperti  yang  dimiliki  oleh  pememrintah provinsi,  kabupaten  dan  kota  tetapi otonominya  hanya  sebatas  pada  asal-usul  dan  adat  istiadat   setempat
Desa  yang  pada  awalnya  didefinisikan  sebagai  satu  wilayah yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk,  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pememintah  terendah  langsung  dibawah  camat,  berubah  rumusan nya  menjadi  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untukmengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berasalkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat.5
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  mengakui  adanya  otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa  dan  kepada  desa  bisa  diberikan  penugasan,  ataupun  mendelegasian  dari  pemerintah,  ataupun  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintah  tertentu.  Sedangkan  terhadap  desa  diluar  diluar  desa  geneologis  yaitu  desa  yang  bersifat  administrative  seperti  desa  yang  dibentuk  karena  pemekaran  desa  atau  karena  tranmigrasi  ataupun  alasan  lain  yang  warganya  pluralistis  majemuk  ataupun  heterogen  maka  otonomi  desa  yang  merayakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat berdasarkan  hak  asal- usul  dan  nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  setempat,  diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang mengikuti  perkembangan  desa  itu sendiri.
Dengan  demikian urusan  pememrintahan  yang  menjadi  kewenangan  desa  mencakup  urusan  pemerintahan yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal  usul  desa,  urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa,  tugas  pembantuan  dariPemerintah dan  pemerintahan desa,  urusan  pemerintah lainnya oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  diserahkan  kepada  desa  untuk  melaksanakan  pemerintahan  tertentu.  Pemerintah desa  merupakan  struktur  pemerintah paling  bawah  dansecara  langsung  berinteraksi  dengan  masyarakat,  sehingga  kewenangan  pemerintah  desa  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  serta  pembedayaan  masyarakat,  sumber  pendapatan asli  desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota,  bantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah serta  hibah  dari  pihak  ketiga.
Sangatlah  jelas  berdasarkan  ketentuan mengenai  desa  diatas  yaitu  desa  di  era reformasi  sekarang  ini  mempunyai  mempunyai  kewenangan  dan  diakui sebagai salah  satu    daerah  yang  mempunyai  kekuatandengan nama  otonomi  desa, dengan adanya  kekuatan  ini  desa  mempunyai  kekuasaan  dalam  menentukan  kebijakan dalam berprakarsa  dan  berinisiatif  sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki  baik  sumber  daya manusia  dan sumber  daya  alam untuk berkembang s esuai dengan  ketentuan  peraturan  perundngan yang  berlaku.
Menurut  ketentuan  Pasal  206  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Jo  Pasal (4) Peraturan  Pememrintah  Nomot  72  Tahun  2005  Jo  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomot30  Tahun  2006  Urusan  Pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  desa  mencakup :
a. Urusan  pemerintah  yang  sudah  ada  berdasarkan  asal usul  desa

b. Urusan  pemerintah  yang  menjdi  kewenangan  kabupten.kota  yang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa

c. Tugas  pembantuan dari pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  atau  pemerintah  kabupaten/kota

d. Urusan  pemerintah  lainnya  oleh  peraturan  perundangan diserahkan  kepada  desa.

1. Kajian  hukum  terhadap  ekonomi  desa  biasanya  berkaiatan dengan  bagaimana  negara  memperlakukan  desa,  dilhat secara  mendalam  makna  pengaturan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  18  Undang-Undang  dasar  negara  RI  tahun  1945 (UUD 1945 ),  berikut  penjelasannya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  esensi dari  pasal  tersbut  mencerminkan  pengakuan negara  terhadap  apa  yang  disebutkan dengan  ekonomi  desa  dewasa  ini.  Lebih  dari.
Undang-Undang  dasar  Negara  RI  tahun  1945



Undang – Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang  nomor   32  Tahun  2004  tentang  pememrintah  d aerah

Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2004  tentang  Mahkamah  konstitusi

Undang-Undang  nomor  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman

PROBLEMATIKA
Masalah  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa


Masyarakat  dan  konflik  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dan  bersifat  alamiah.  Menurut    Alo  Liliweri ,  bahwa  konflik  itu  normal  dan  tidak  bisa  diletakkan  sepanjang  ada  interaksi dan  kerja  sama  antata manusia,  Konflik  mempunyai  berbagai  bentuknya,  misalnya  konflik  antar  pribadi  antar  kelompok,  konflik  antar  organisasi  dan  lain sebagai.
konfilik  pada  dasarnya  memiliki  berbagai  unsur  yakni  ada  dua  pihak  yang  terlibat  ada  tujuan  yang  dijadikan  sasaran  ada  tindakan  dan  ada  situasi  yang  melahirkan sebuah  pertentangan.

Pemilihan  Kepala  Desa  Yang Sering  Disingkat  Dengan.

PILKADES  bukan  istilah  yang  asing  lagi  untuk  saat  ini,  Sebagai  wadah  untuk  manampung  asspirasi  masyarakat  sekaligus  sarana  pergantian  atau  kelanjutan  pememrintahan  desa,  pilkades  diharapkan  mampu mememnuhi  keinginan  dan  harapan  masyarakat  desa  tersebut,  untuk  mengangkat  calon  yang  layak  untuk  dijadikan  sebagai  kepala  desa. Pilkades  adalah sebuah  instrumen  dalam  pembentukan  pememrintahan  moderen  dan  demokrasi,dan  berahklak  mulia  berbudi  luhur  serta  cinta  akan  tanah  air  bangsa  dan  negara   moderen  dan  demokrasi,pesta dan  demokrasi,  pesta  demokrasi yang dilakukan  ditingkat  wilayah  terkecil  ini  pada  dasarnya  sudah  diatur  oleh  perundang-undangan  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  pilkades,  sehingga  seluruh  rangkaian  tahapan-tahapan,  mulai  dari  pembentukan  panitia  pilkades,  sampai  pada  pelantikan kepala  desa  terpilih  diharapkan sesuai   dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan.namun  dalam  prakteknya  pilkades  yang  sudah  diatur  oleh  peraturan  perundangan  pememrintah  untuk sekarang  ini sangat  sulit  terselenggara  dengan  lancer  dan  berkualitas  karena  bermainnya  factor-faktor  kepentingan  politik,  kepentingan  untuk  berebut  kekuasaan,  ketimbang  hakekat  yang  diinginkan  oleh  pilkades  yaitu  pemerintahan  desa  yang jujur  bersih  adil dan  bebas  dari  kolusi,korupsi,dan  nipotisme legitimate.
 Disamping  itu  juga  penyelenggaraan  Pilkada  juga  tersentuh  dan  tidak  terlepas  dari  pengaruh  kebudayaan  masyarakat  setempat,  sehingga  sering kali  budaya  sangat  berperan  didalamnya,  seiring  dengan  hal  ini  dalam  pelaksanaan  pilkades  tidak  jarang  menuai  kericuhan  dan  konplik  dalam  penyelenggraan pesta  demokrasi  terdapat  banyak  masalah  dan  persoalan  sebagai  gejala  awal  koflik  pilkades  yang  diwarnai d engan  kericuhan,  kekerasaan,  yang dapat  merusak  keutuhan  dan  ekssistensi pada kearifan  masyarakatnya,  situasi  yang  meperihatinkan  ini  tidak  jarang  atau sering  terjadi  di  berbagai  daerah  desa  yang  terdapat  di  Indonesia.desa  sebagai sitem  pemerintahan  yang  paling  kecil  memberikan  ruang  partisipasi  yang  jauh lebih  besar  bagi  masyarakat  ketimbang  pememrintahan  di  tingkat  daerah  atau  pusat,  karena  masyarakat  begitu  dekat  dngan  pimpinannya,  dengan  demikian  perwjudan  pertisipasi  masyarakat  ditingkat  desa  meupakan  suatu  keharusan  sebagai  bentuk  pemenuhan kebutuhan  desa  secara  berkelanjutan  untuk  kepentingan  masyarakat.  selanjutnya  pengertian sengketa  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  berarti“  pertentangan   atau  konflik” Konflik  berarti  adanya  oposisi  atau  pertentangan  antara  orang-orang,  kelompok  atau  organisasi  terhadap  suatu  obyek  permasalahan  
Senada  dengan  itu  Winardi  mengemukan  pengertian  sengketa  adalah  “  pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi  antara  orang-orang  kelompok  yang  mempunyai  hubungan  atau  kepentingan  sama  atas  suatu  obyek  kepemilikan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu dengan  yanag  lainnya.”

Dalam  sengketa  pilkada  yang  terjadi,  merupakan  siklus  perebutan  kekuasaan  yang  ujung-ujungnya  menyengsarakan  masyarakat  atas  terjadinya “  kekosongan“  pememrintahan,  Dan  jika  saja sengketa  antara  kedua  belah  pihak  yang  juga  melibatkan  pro  dan kontra  masyarakat  tidak  disikapi dengan  cara  yang  lebih  bijak,  lebih-lebih  dengan  melakukan  penyegelan  kantor  desa,  ini  berarti  satu  hal,  mematikan  hak  public  untuk  mendapatkan  pelayanan  oleh  karena  kepentingan   segelitir  orang  disamping  kerugian.disamping  kerugian dengan  adanya :“kecurangan  dan  manipulasi  sebagai  akibat  dari  perolehan  suara  yang  sangat  ketat  ketika  itu,  reaksi  sejumlah  pihak  yang  berkepentingan  atas  kasus  ini   cenderung  berlebihan.  Indikasi

Adanya  sikap  intoleransi  dan  fanatisme  buta  terhadap  calon  yang  ditengarai  oleh rasa “  kedekatan  kedusunan “  sangat  melakat  dalam  konflik  iniFanatisme  kelompok  saling  hujat  dan  hilang  sikap  saling  menghargai  dan  menghormati  adalah  bentuk  dari  bunuh  diri  demokrasi,  demokrasi  juga  membangun  rasa  saling  memiliki  saling  terlibat  antar  warga  dan  ikut  bertanggung  jawab  atas  usaha  penyelenggaraan  pememrintahan desa  yang  baik.  Yang sejalan  menjadi  basis  partisipasi  masyarakat,  justru  menendurkan  kerjasama dan  menjauhi semangat  otomi  desa.  
PEMBAHASAN
Permasalahannya  adalah bagaimana  cara  mengatassi  konflik pemilihan  kepala  desa  yang  tidak diatur  secara  normative  didalam  pengaturan  perundang-undangan  mengenai  desa.  Baik  itu  berupa  Undang-undang, peraturan  pememrintah  maupun peraturan  daerah  di  Kabupaten  masing-masing.

Merujuk  kepada  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pememrintah  daerah  yang  mengakui  penyelenggaraan  pememrintah  desa  sebagai  sub  system  dari  system  penyelenggaraan  pememrintah,  dimana  desa  berhak  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  “ rumah  Tangga  desanya.

Terkait dengan  persoalan yuridis  ada  bebebrapa  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  dalam  proses  pemilihan  pilkada,  Pada  tahap  pra  pemungutan  suara,  didalam  undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pememrintah  daerah  hanya  disebutkan  bahwa  pilkada  diatur  dengan peraturan  daerah,  Secara  tehknisi  yuridis  “dengan kata “, harus  ditafsirkan  bahwa  pengaturan  mengenai  pilkada  harus  dengan  PERDA  dan  tidak  dilimpahkan  lagi  kebentuk  peraturaan  lain,berbedadengan kata “berdasarkan” yang secara  bebas  pengaturannya  dapat  dilegasikan  dengan  perturan  lainnya.

Terjadinya  sengketa  pasca  pilkades  dibebebrapa  daerah  Kabupaten atoudesa  belum  adanya  aturan  yang  jelas,  diperlukan  adanya  kejelasan  peratururan  lainnya,  misalnya  peraturan  GUBERRNUR / BUPATI.  Semakin  tidak  jelas  apabila  peraturan  GUBERNUR/BUPATI  itu  saling  bertentangan  satu dengan  yang  lainnya.Juga  perlu  diperhatikan  perlengkapan  pemungutan  suara  dilaksanakan  oleh  panitia  pemilihan  melalui  penunjukan  langsung  kepada  pengusaha  yang  bergerak  dibidang  atau  yang  mampu  melaksanakan  pengadaan  perlengkapan   pemungutan  suara  dalam  wilayah  Kabupaten  gunung  Mas  Kalimantan  tengah,  Pengadaan  perlengkapan  pemungutan  suara  ini,  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  pengadaan  perlengkapan  pemungutan  suara.

Perlengkapan  Pemungutan  Suara  Meliputi :
a. Surat  undangan  pemungutan  suara

b. Surat  suara

c. Kotak  suara

d. Bilik  suara  dan  kelengkapan  lainnya.
Pengadaan  perlengkapan  pemungutan  suara  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  pengadaan  perlengkapan  pemungutan  suara,  jumlah  surat  suara  dan  surat  undangan,  dipesan  sebanyak  jumlah pemilih  tetap,  ditambah  dengan  pemilih  tambahan  yang  telah  disahkan  oleh  panitia  pmungutan  suara  serta  ditambah  5%  dari  jumlah  pemilih tersebut sebagai cadangan,  bahan,  bentuk  format  dan  ukuran  surat  diatur  lebih  lanjut  dengan  perturan  Bupati.  Kemudian  penggunaan  tambahan  surat  suara  tersebut,  dibuatkan  berita  acaranya.Panitia  pemilihan  menyampaikan  surat  undangan  kepada  penduduk  desa  yang  telah  didaftarkan  dalam  daftar  pemilih  tetap  dan  daftar  pemilih  tambahan,  sebagai  pemberitahuan  pelaksanaan  pemungutan  suara,  Apabila  pada  saata  penyampaian  surat  undangan,  pemilih  yang  bersangkutan tidak  berada  di tempat,  surat  undangan  disampaikan  kepada  anggota  keluarga  pemilih  yang bersangkutan.

Surat  undangan  selambat-lambatnya  harus  sudah  disampaikan  2  hari 
sebelum  hari  pemungutan  suara  dan  sekurang-kurangnya  memuat  waktu  dan  tempat  pemungutan  suara  dan  ditanda  tangani  oleh,  ketua  dan  sekretaris  panitia  pemilihan,  penyerahan  surat  undangan  dilengkapi dengan  bukti  penenrimaan  yang  harus  dibubuhkan  nama  dan  tanda tangan  atau  cap  jempol  penerima  undangan.Penyalahgunaan  surat  undangan  dalam  pemungutan  suara-

suara menjadi  tanggung jawab sepenuhnya  penerima  undangan,  dengan 
 segala akibat  hukumnya.  Pemungutan  suara  dilakukan  dengan  ASAS,  LANGSUNG,  UMUM  ,BEBAS JUJUR  DAN  ADIL,  Tempat  pemungutan  suara  ditetapkan  oleh  panitia  pemilihan  kepala  desa  bersama  BPD  dan  pemmerintah  daerah  yang  diutamakan  pada  tempat  yang  strategis,  seperti  antara  lain  luas  dan  mudah  dijangkau  oleh  para  pemilih.  
KESIMPULAN

Setelah menguraikan analisis atas permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
Hukum Adalah: sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran kriminalisasi dalam hukum perdata,  yang  berupayakan  cara  negara  dapat  menuntut  pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. (Filsufhi Aristoteles) menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan  tirani  yang merajalela."
Hingga saat ini, belum ada kesepahaman dari para ahli mengenai pengertian hukum. Telah banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, namun belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapatditerima oleh semua pihak.setelah melalui  pembahasan dari uraian dalam 
Dalam  bab-bab  sebelumnya  makasebagai  akhir  dari  penulisan  sikripsi  ini  penulis  akan  memberikan  suatu  kesimpulan  dari  masalah  yang  telah  dibahas  untuk  diberikan  gambaran  yang  ringkas,  adapun  kesimpulan  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  sebagai  berikut  :
1.     Dalam  penyelesaian sengketa  Pilkades,  bisa  diselesaikan  melalui  mekanisme  mediasi  dan  kembali  kepada  kearifan  local  masyarakat  desa  setempat  yang  sangat  potensial  dalam  menyelesaikan  konflik  untuk  menciptakan  kedamaian

Dengan  demikian  proses  pemilihan  kepala  desa  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  memperngaruhi  keutuhan  masyarakat,  harapan  masyarakat  dapat  terpenuhi  untuk  terpilihnya  kepala  desa  yang  baru  dan  dinyatakan  layak  untuk  memimpin  dan  menjalankan  roda  pememrintahan  desa.

2. Tidak  ada  lembaga  yang  berwenang  dalam  memutuskan  sengketa 

yang  timbul  dari  proses  pemilihan  kepala  desa,  baik dilihat dari  ketentuan  undang-undang republic  Indonesia  nomor  32  tahun  2004  Jo  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  pememrintah  daerah,  Undang-Undang  republic  Indonesia  Nomor  5  tahun  2002  tentang  peradilan  tata  usaha  negaraMahkamah  Konstitusi  UIndang-Undang  republic  Indonesia  nomor  4  tahun  2003  tentang  mahkamah  konstitusi,  Undang-Undang  republic  Indonesia  tentang  kekuasaan  kehakiman,  peraturan  pememrintah  republic  Indonesia  nomor  72  tahun  2005  tentang  desa,  maupun  perturan  daerah  yang  dicontohkan

dengan  peraturan  daerah  KABUPATEN  GUNUNG  MAS  tahun 2006  tentang  tata  cara  pencalonan,  pemilihan, dan pelantikan  serta pemberhentian  kepala  desa  di  Kabupaten  Gunung  Mas.
SARAN
Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

Sebagai  akhir  dari  penulisan  ini  penulis juga  hedak  menyampaikan  beberapa  saran,  dapat  dipakai  sebagai  pertimbangan  dalam  usaha  mengadakan  perbaikan  dan  juga  yang  mungkin  bermanfaat  bagi  masyarakat  pada  umumnya. Adapun  saran-saran yang  perlu  kiranya  penulis  sampaikan  adalah  sebagai  berikut  :   

1. Hendaknya  pememrintah  kabupaten  ikut  memberikan  masukan  dan  menfasilitasi  apabila  ada sengketa  pemilihan  kepal  desa  sehingga  tidak  menjadi  konflik  yang  meluas  yang  akibatnya  akan  meresahkan  kehidupan  masyarakat,  dengan  demikian  masyarakat  tidak  merasa  ternodai,  sehingga  akan  bisa  mnimbulkan  juga  perasaan  apatis  terhadap  kepimpinan  kepala  desa.

2. Perlu dipikir adanya  lembaga  penyelesaian  sengketa  semacam  lembaga  “ arbitrase“  yang  anggota-anggotanya  terdiri  dari  wakil  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan,  dan  wakil  dari  pihak  yang  dianggap  merugikan,  wakil  dari  pememrintah  atou  birokrasi  yang  berkompeten  dibidang  pemilihan  kepala  desa,  wakil  dari akademis atou ahli  bidang  pemerintahan  desa  serta  wakil  praktisi,  atau  perlu dibikin  peraturan   daerah sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  atauran.

3. Adanya  peraturan  yang  signipikan  dalam  mengatur  perkara sengketa  yang  timbul  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  ditingkat  manapun  supaya  dalam  menjalankan  pemilihan  selanjutnya  akan  lebih  tertib  aman  lancar  dan  berjalan  dengan  baik  sehinga  tidak  terjadi  kekosongan  pelayanan  publik ,sehingga  berjalannya  roda  pemerintahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  publik.

4. Adanya  upaya  dari  masyarakat  dalam  menyikapi  persilisihan  yang terjadi,dan  bisa  lebih  dewasa  dalam  melihat  suatu  perkara  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  di inginkan,sehingga  masyarakat diwilayah  tersebut  merasa  situasi  yang  kondusif ,aman,lancar  dan  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun.  

5. Sehingga terciptanya  kehormonissan  dalam  bermasyarakat  serta  menjalin  rasa  solidaritas  yang  tinggi,dalam  hal  tersabut  yang  terjadi  mengenai  sengketa  pemilihan  kepala  desa  akan  menjadi  wawasan dalam  menyikapi  sirklus  yang  terjadi  di era  demokrasi  birokrasi  saat  ini,  dimana  para  calon  pemimpin  sudah  menyimpang  dari  makna  yang  sesungguh  mengenai  kepempinan  yang  besih,jujur,adil,bebas  dari  KKN  dan  sebagainya.

6. Perlu  adanya  pemahaman  peraturan  daerah  tentang  pedoman  pembetukan  dan  mekanisme  penyusunan  peraturan  desa  kemudian  peraturan  daerah  tentang  organisasi  pemerintah  desa  yang  meyangkut  kewenangan  pemilihan  kepala  desa  supaya  tidak  adanya  tumpang  tindih  
DAFTAR PUSTAKA
Apa itu kearifan  local  http / intersthim  blogspot.com 2013/01, html  diakses  tanggal 28  juni  2014.


Demokrasi  dan  Konstitusi  Indonesia.Rineka  cipta Jakarta  Moch  Solehan  2003
Demokrasi  dan  konstitusi  Indonesia  Rineka  Cipta  Jakarta  Moh  Mahmuf  MD Tahun  2009.








Haw  Wijaya  pemerintah  desa  dan  administrasi  desa, raya  grafindo  Jakarta tanggal 15 nompember 2001.





Komunikasi  lintas  Budaya  Masyarakat   Multi   cultural,  Prasangka  dan  konflik,Jakarta Alo  Liliweri Tahun  2009.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49 Tahun  2001 tentang  penataan  lembaga  ketahanan  masyarakat  desa  atau  sebutan  lain.

Masyarakat  desa  Di  Indonesia  lembaga  Penerbit  Fakultas  Indonesia  JakartaKontjaraningrat  2003.





Pememrintah  desa  dan   Administrasi  desa,  Raja  Grafika  Jakarta   Haw Wijaya Tahun  2000.

Peraturan  pememrintah  Nomor  27  tahun  2005  tentang  desa
Pengertian  sengketa  internasional   http/juwita  arti  blogspot . comhtml  22/03/2013
  Pengkajian  sengketa  pilkades  http/www google .com Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2005 tetang  DESA.
Sengketa  pilkadeskompasiana  mau  curhat  kemana  17/09/2012  493661  htmi  http/politik  .com






Undang-Undang  dasar  Negara  RI  tahun  1945



Undang – Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang  nomor   32  Tahun  2004  tentang  pememrintah  d aerah
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2004  tentang  Mahkamah  konstitusi
Undang-Undang  nomor  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman
